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TENTANG

AI\iGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR
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BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah treberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undar,g Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penrbahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah, Bupati Aceh Besar bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Besar telah menyempurnakan Rancangan Qanun
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2017, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh
Nomor 90g1974/2016 tanggal 3O Desember 2016 tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun
Anggaran 2OL7 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Besar Tahun Anggaran 2017;

b, bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran pendapatan dan
Belanja Kabupaten yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, merupakan perwujudan dari Rancangan Kerja pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2OLT yang diiabarkan dala.m Kebijakan
Umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Acetr Besar
dengan DPRK Aceh Besar pada Tangga| 07 Desember 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk eanun Kabupaten Aceh
Besar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Besar Tahun Anggaran 2Ol7 ;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Indonesia Tahun 1945;
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2. undang-undang Nom or 7 (Drt) T1!un 1956 tentang Pembentukan

Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Linglnrngan

Wilayah Propinsi Sum.l.ra Utara lrc*U-"ttt' Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran l$egara

Republik Indonesia Nomor LO92\;

unaang_undang Nom or 44 Tahun Lggg tentang penyelenggaraan

Keistim.*"".-fropinsi Daerah Istimewa Aeeh (Lembar?n Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor L72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
un-tlang-Undang Nonro r t7 Tahun 2oa3 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 
'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang p.tu_.l9aharaan

Negara (l,ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor

S, Tambahan Lembara, Negara Republik Indonesia Nomor a355);

undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan d; Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik IndoiiesiJ Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

kmbaran Negar" Republik Indonesia Nomor aa00);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
perencanaan pJmbangunar] Nasional (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa2Ll;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuan[an ,ntara Pernerintah h.rsat dan Pemerintahan Daerah
(Lemba:ran Negara ltepublik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomsr aa38l;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
G2. Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
a633);

10. Llndang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
244, Tambahan Lembararr Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Unclang-Undang Nomor 9 Tahun 2OL5 tentang Pembahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerirrtah Nomor 109 lahun 2OOO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(LerrrL'aran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2tO,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta}:un 2OO4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AA4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44L61 sebagaimana telah tiga kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2OO7

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7 I2l; 
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13. peraturan pemerintah Nomor ss rahun 2005 tentang Dana
perimlrangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor tdZ, Tambahan l,emUaran Negara Republik Indonesia
Nomor a575);

14. peratrrran pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia lrlomor 45761 sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OLO tentang
pembahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbara-n Negara
Repubiik Indonesia Tahun }OLO Nomor 1. 1o, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan
Kerrangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20OS 

-Nomor L4O, Tambahan Lembara.n Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

L6. peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 25, Ta;nbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2010 tentang Standar
Alnrntansi Pemerinta.han (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan krnbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

18. Peratgran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor
5, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O14 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia l.lomor 5533);

2A. Perahrran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembara:r Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 168,
Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2OL6 tentang Pembahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OL4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL6 Nomor 57, Tambahan l,embara Negara Republik Indonesia
Nomor 586a);

2L. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat
Daerah, (lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OL6
Nomor LL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5887);

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerirrtatr, sebagaimana telatr diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 20 15
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

23. Perafit"r....}V
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23. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedomal Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentarg
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa ka1i, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2076 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberiaa Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

25. Peratura-n Menteri Ddam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyu.sunan Anggaral Pendapatan dal Beianja Daerah
Tahun Anggaraa 2017 (Benta Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 874);

26. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentalg
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh
Besa: (l,embaraa Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006
Nomor 03, Tambahan Lembaral Daerah Kabupaten Aceh Besar
Nomor 03);

27. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2O16 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN
ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2017
sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah......... Rp 1.768.187.987.737,0A
2. Belarja Daerah ...............Rp.1.912.334.171.883.00 {-)

Surplus/ ( Defrsit ) .................. ..........." Rp. (144.L46.t84.152,00)
3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan ................Rp. 149.146.184.152,00
b. Pengeluaran ................ Rp. 5.000.000.000.00(-)
Pembiayaan Netto ........... ..................... Rp. 144.746.184.L52'OO

0,00

Pasol, .|

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:..Rp.
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Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah ....'Rp. 113'700.553'300,00
b. Dana Perimbangan sejumlah ........... Rp. 964.L48.25l.206,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah... Rp. 690.339. 183. 225,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis Pendapatan:
a. Pajak Daerah sejumlah .................Rp. 45.465.195.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah ............ Rp. 6.048.705.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan Sejumiah .... ................Rp. 2.700,000.000,00
d. PendapatanZakatllnfaq ................Rp. 13.200.000.000,00
e. LainJain Pendapatan Asii Daerah yang sah

Sejumlah .................. Rp. 46.286.653.300,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Sejumiah .................... Rp. 22.658.782.206,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah.............................. Rp. 720.668.458.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah ....... Rp. 220.821.111.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimalsud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:
a. Hibah sejumlah ............... Rp. 400.000.000,00
b. Dala Darurat sejumiah...... .................. Rp. 0,00
c. Darla Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 23.014.129.500,00
d. Dana Penyesuaian dar Otonomi Khusus sejrunlah.... Rp.501.237.962.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi sejumiah Rp.165.687.091..725,OO

Pasal 3

(1) Beianja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah.... ..Rp. 1.229.841.936.022,00
b. Belanja Langsung sejumlah ...............Rp. 682.492.235.861,00

(2) Belanja Tidak l,angsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.640.338.067.862,OO
b. Belanja Bunga sejumlah. ....". Rp.
c. Belanja Subsidi sejumlah . .... Rp.

0,00
0,00

d. Belanja Hibah sejumlah................ ....... Rp. 29.338.295.500,00
e. Belanja Bantuan Sosia-l sejumlah............................., Rp. 2.000.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah ................ Rp. 5,155.000.000,00
g. Belanja Barrtuan Keuangan sejumlah.......................Rp. 533.010.572.660,00
h. BelanjaTidakTerdugasejumlah...... ....Rp. 20.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis beianja:
a. Belanja Pegawai sejumlah...".. Rp. 77. 191.035.244,00
b. Beianja Barang dan Jasa sejumlah '..... . Rp. 304.332.2O7 .296,00
c. Belanja Modal sejumlah......,.......... ....... Rp' 300.968.993.321,O0

Pa,sal- Y
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Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
a. Penerimaan sejumlah .....' Rp. 149.146.184.152,00
b. Pengeluaran sejumiah .'.........'....'.'...... Rp. 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dima,ksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:

a. Sisa l,ebih Perhitungan Anggarat Tahun Anggaraa sebelumnya
(SILPA) sejumlah Rp. 1 49 .136. 184. 1 52,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah . Rp.
c" Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

sejumlah " ...... RP.
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah . Rp.
e Penerimaan Kembali Pemberian Pinjalnan sejumlah.. Rp.
f" Penerimaan Piutang Daerah sejumlah .... Rp.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
pembiayaan:
a. Pembentukan Dana sejumlah ..".. Rp.
b" Penyertaan Modal (Investasi) sejumlah ..... Rp.
c" Pembayaran Pokok Utang sejumlah. .. Rp.
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah.. ... Rp.

0,00

0,00
0,00

i 0.000.000,00
0,00

terdiri dari j enis

0,00
5.000.000.000,00

0,00
0,00

Pasal 5

Uraial lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I
2. Lampiran II

3" Lampiran III

4" Larnpiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI
7 " Lampiran \III
8" Lampiran VIII
9. Lampiran IX

10. Lampiran X

1 1. Lampiran XI

l2"Lastpiran XII
13" Lampiran XIII

Ringkasar. APBK;
Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;
R.incian APBK menurut Urusart Pemerintahan Daerah
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapituiasi Belanja melllJ"rart Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lainnya;
Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembal.i daiam Tahun
Anggaran ini;
Daftar Dana Cadangan Daeratr; dan

: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

pasat, .lU
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Pasal 6

Bupati menetapkan Pera.turan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Besar sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Besar,

Pasal 7

Qanun ini mulai berlal<tt pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 3O Des_er.rber 2016 M

3O Rabi'ul Awal 1438 H

MUKHLIS BAS AH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal XO Dese@er 2016 IU

30 Rabi'ul Awal 1438 I{

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH : (7 I t75l2arc)


